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DEPARTEMEN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jakapta, [t Ele | 1978,

1.
iy

3

Se

Sdra
Sdr,
5dr.
Sdr.

Sdr.

di-

Kepada Tth.

Sekretaris Tt. Jen,
Bokretaris Badan Litbang.
Para Sckretaris Dit. Jen.
Paprd Hopala Kemwil.

Dalam lingkungen Dep. Tena
ga Kerjz dan Transmigrasi

Pars Sckretaris Perwakilan
Dops Tenuga Rerja dan Trans
migrasi

SELIRUH INBONESIA

SURAT-PENGANTAR

NOw 3 BTY3z /SU-F/1978.

NG, TRATAEN BANYARENTA KETERAIGAN,
1, i Salinan Surat Menteri Kewangan
Ho, 2 6=328 / MK / 06/ 78
Tgl. 16 = 5 - 1978 1 (satu) lembar Disampaikan dengan
2 Salinsn Surat Menterdi Heusngan hormat, untuk dike
No. 3 B=317 / MK /XTI /8 / 70 tahui dan diuergh-—
Tel,s 3 = 8 = 1970 1 (satu) lembar nakan aeperlunys .-
3.1 Salinan Tnstruksi Presiden R.I.

Mo, 9 Tahun 1970 tentang persys
ratan dan prosedurs penghapusan

i]lat perdlatan,

2 (dua) lembar.

TEMRUSAN KEPADA YTH.

1.

Bapak Sek., Jden. Dep.Tenagn Kerjn dan

Tpansmigrasi (sebagai laopran).

5, Bamak Ir, Jen, Dep.Tenaga Kerja dan

N

Tranamizrasi (sebagai laporan).
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DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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REPUBLIK INDONESIA

PENTERT KEUARGAN

o,

Parihal

Tenbusan Yth, 3

- Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).

s

Jakarta, 16 Mei 1978,
KEZADA
S-328/MK. 26/1970. Yth, : 1. Sdr, Paza Pimpinan Lembago=

Lembaga Tertinggi ;

v —

Izin Menteri Keuangen ex pasal 10 2. Sdre Para Menteri Kabinet

Keputuean Presiden Nomor 12/1977. Pembangunan III ;

tentang Pedoman FPeloksanaan APBN, 3, Sdr, Para Pimpinan Lemboza

PSP - e Pemerintah Nen Depar-
temental,

Senubungan dengan telsh diterbitkannyn Undang-Undang No.l tentang APEN
1578/1979 perlu kiranya kami jelaskan bahwa Peraturan Pelaksanann APBN untuk
tahun Anggavran 1978/1979 masih tetap mengikuti ketentuan-ketentuan sebagalmna
teroantum dalam Keputusan No, 12/1977.

Khusus mengenai ketentusn-keteutuan yang bertalian dengan pengurusan kekayunai
Nogars perln kiranya kami ingatkan kembali isi dari Keputusan Presiden No.
12/1577 pasai 10 sebagai berdlmt, 2

Pasal 10 i

aynt 1. 1 Barang bergerak milik Negara hanya dapat dijual jika dinyatakan di-
hapuskan korena 3 a. berlebih, b, tidak digunaksn lagi, c. alasan
1nin Satu dan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengha =
pusan dan atau penjualan karena alasan selain tersebut a,b dan ¢
nanya dapat dilaksanakan setelah meémperolsh persetujuan Henteri
Heuangan,

ayat 2, ¢ Barang tidak bergerak milik lNegara sepanjang tidak diatur lain,ha -
nya dapat dihapuskan/dijual/dipindah-tangankan setelah mendapat per
Pa P P
=setujuan Menteri Heuangan. .

ayat 3, i Semua penerimaan sebagai hasil dari penjuslan barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) langsung disetor sepenuhnya kepada
KKN atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bane ™77
nesgia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos sebagai pencrimaan
Negara,

Didalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut kami harapkan agar
diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No.
9 Tahun 1670 (lampiran 1) dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Menteri
Keuangan No,B-317/MK,V/8/1970 (lampiran 2), yang pada pokolnya mengemukaian
bahwa psnjualan dan atau pemindah-tanganan barang-barang milik Negara yang te-
lah dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Negara, harus dijual kepada
wmam sseara lelang melalui Kantor Lelang Negara. Pengecualian dari pada keten=
fuan ini hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin enterd

=

S e

Yo . oo o rnchonan untuk mendapatkan izin Menteri Keuangan ini ha -
rus ¢iajukan dengan mengemukakan nlasan-alasan mengapa kekay=an Negara tarsobutb
diinginkan dijual tanpa melalui Kantor Lelng Negara, dan disertai dengan
penjelasan-penjelasan mengenai macam barang, jenis, banyaknya dan tempat dima-
na barang tersebut berada, Dalam pengajuan permohonan diharapkan agar Saudara
tidak lagi mengajukan permohonan izin atas barang-barang yang sudah lazim difu
al sesara lelang, Bagi baraig-barang yang sudah lazim dijual secara lelang,
agar penjualannya tetap dilaksanakan secara lelang melalui Xantor Lelang Negara.

Demikinnlah agar Saudara-Saudara maklur honadaknyn.-

MENTERT KEUANGAN
CapsTTD.
ALI WARDHAMNA.

Jisalin sesusi dengan aslinya oleh,
KEP BIRO UMUM,

"/VH:W ——
/ ( Drs.SOETARNO M).
" §IP.160010393.~
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BURUNG GARUDA
_— FEEPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN

Diaimr " & 5 Apustus 1970, -
Nos ¢ B~317/MK/I1/8/1970- KEPADA
Lampiran — 1. Y¥th.Sdr.Para Pimpinan Dembaga-Lembaga lNegra
Perihal ; Idjin Menteri Keuangan ex Tertinggie ;
pasal kedua Instruksi Pre- 2, Ith.3dr.Para venteri Kabinet Pembangunan ;
giden No.9/1970,tentang %, Yth,Sdr.Para Pimpinan Lembaga-Lembaga
penjualan barang2 milik/ Hon Departemental,

dikuasai Negard.-

Bortalian Gengan ditctapkannya Instruksi Presiden No.9/1970 tgl.
21 Mei 1970, jang pada pokekn’a menminstraksikan bahwa barang-barang Jang
dimiliki/dikuasai Negara harus didjual dengan tiara p3ics-=man menurut Pera-
tupan Lelang (VendureglemenS - V,R.3tbl, Tahum 1908 Ho.189), dengan ini dibe-
ritahukan bahwa untuk menjimpang dari tjara pelelangan seperti jang ditentu -
kan dalam Instruksi tersebub, cleh Menteri Keudngan hanja diberikan idjin apa
bila manusut pertimbangarn terdapat alasan-2 jang £ jukup kuat.

Permohonan == uk mendapat idjin Mom®e- Keuangan termakend, harus
megiuat pendielasan-2 pengenal barang jang bersangkutan tentang djenisnja,
gifat-gifainja, banjalmja, tempat penjimpanannja, nilai/harganja, dan alasang
mengapa di-inginken tidak o Jual g0t jara pelelangaln,

Togi pula vermohonan supaja dibuat rangkap tiga, aslinja di-ala -
matkan kepada Menteri Keuangary, tindassnnja berturuta lepada Direktur Djen -
dral Keuangan dan Direlctur Dijendral Padjak Jang akan memberikan pendapatnja
atas pe-mohonan tersebut kepada Menterd Keuangalnl.

Perlu ditegdskan, banwa 1djin/persetudjuan Menteri Keuangan dalam
bentuk apapun (lisan/tertulis) jang pernah diberikan kepada Badan2/Ingtansiz
sebolum ditetapkannid Instruksi Presiden teri mud, sedjak mulai berlakunja
Tnstruksi Presiden tersebut tidak berlaku lagi, Apabila idjin seperti jang
pernah diberilan iiu masih diperlukan oleh Badan/Instansi jang bersangkutan
maks harus diadjukan permintzan baru.

Untuk mentjegzh pengginaan tenagn dan waktu jang sia2, maka di -
harapkan .agar supaja hanja Dadan?/Instangi? jang bonara memerdukan idjin
Menteri Keuangan tersebutlah, akan menggunakan kesempatan untule mendapathkan
idjin termaksud,

Untuk barang? jang sudah lazim didjual dalam pelelangsn seperti
barang? inventaris kantor dan lkendaraan bermotor jang talah diharuskan ki -
ranja tak porlu dimintakan idiin.

MENTERI KEUANGAR
TEMBUSAN disampaikan kepada 3 Cap./ttd.

1. YtH."iua Badan Pemeriksa Kevangan (el ALI WARDHANA -

5. Sdr.Direktur Djendral Anggaran (5x) ;

%, Sdr,Direktur Djendral Keuangsn (5K} 3§

4, Ser.Direktv~ Djemdral Padjak- ) ] ]
(Dinas Inspeksi belang) j Disalin sesuai dengan aslinya olen

Sa Sdr.Eirektur Ejendral Pengawasan KEPALA BIRO TIOM ,
euangan Negara.

6. Sdr.Direktur Perbendaharaan Negara . o i B
dan Tata-laksana Anggaran (5x). i

| {_Drs. SOELARNO ).
A} WP, 160010393

@ i /8/1978 /200
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8ts, 1010/7/70,

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1970
TENTANG

PENDJUALAN DAN ATAU PEMINDAH TANGANAN BARANG-BARANG

Menimbang : H,

Ce

Mengingat : L.
2e

G

T

Kepadsa I

JANG DIMILIKI/DIKUACAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa masih terdapat penjimpangan-penjimpangan dalam pelaksanaan
Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) 5tbl.1908 io.189

jo. Stbl.194%0 No.56, sehingga menimbulkan ketidak seragaman

dalam melakukan penjualan dan atau pemindah tanganan barang-ba-
rang jang dimiliki/dikussai Negara oleh berbagai Badan Pemerintah
atan Semi Pemsprintah

bahwa ketidak seragaman tersebut dalam sub. a diatas menimbulkan
kerugian jang besar bagi Negara, sshingga dianggap perlu untuk
dilakukan usaha-ussha kearah penertibannja ;

bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan
Instruksi Presiden tentang pendjualan dan atau pemindah tanganan
barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara ;

Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) Stbl.1908 No.189
jn.ﬁtbl; 191"0 WG.EE H

Peraturan Penghapusan Stbl. 1915 No.3 jo.Peraturan Pemerintah
Homor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36 ) ;

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) Stbl.1925 No,4uE ;

Undang~undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 (Lembaran Hegara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 59) ;

Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembarar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1969 Nomor L0, Tambahan Lembaran Hegara Nomor 2004)

Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;
MENGTITNSTRIUDKESITKEN
Semua Menteri,

Para Ketua / Pimpinan dari Lembaga/Badan “egara,
Para Pimpinan Perusshaan Negara/Daerah ,
Para Pimpinan Badan Usaha Negara Semi Pemerintsh ,

Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan pendjualan dan atau pemindsh tanganan barang-barang

jang dimiliki/dikuasai Negara berdasarkan peraturan Lelang Negara
(Vendu Reglement Stbl.1908 No.189 jo.S5tbl.1940 No.6 ).

KEDTA

Pendjualan dan atau pemindah tanganan baran;-harang jang dimiliki/

dikuasai Hegara jang tidak dilakukan setjara lelang melalui Kantow
Lelang Negara, hanja dapat dibenarkan setelah mendapat idjin ter -
lebih dahulu dari Menteri Keuangan,

R /RN 978 /200%.
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Sts. 1010/7/70.

KETIGA : Semua Badah Pemerintah atau Semi Pemerintah, Jajasan milik Pemerintah,
Perusahaan Negara, Perusahaan milik Dacrah wadjib mengindahkan dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini,

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini
dikenakan tindakan administratif atau sanksi-sanksi lainmmjs berdasar-
kan peraturan perundangan jang berlalu.

KELIMA ¢ Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan
ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Heuangan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan untuk
dilaksanakan dengan sebaik-baiknja d,n dengan penuh rasa tanggung -
dijawabs

KEEMPAT

i

Ditetapkan di Djakartsa.
pada tanggal 21 Mei 1970,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
S B8 EdEA B D
Seguai dengan aslinga >
BEKRETARTAT KABINET R.I. . <,
BIRO TATA USAHA il 4 mae
Lepala Bagian Reproduksi .
ttd. Disalin salinan dari salinan:
( Drs, SOEDHARTO ). sesuai dengan asling.. oleh,

KEPALA BIRO UMUM ,

Rl T

/| (_Drs,SORIARNO M),
(/ TTIP, TE0010395.~





